
LEMBARAN DAERAH 
KOTA DEPOK 

 
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 03 TAHUN 2006 
TENTANG 

BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA DEPOK, 

 

Menimbang : a. bahwa bangunan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya 

untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya 

pembangunan nasional, sangat diperlukan; 

  b. bahwa demi terwujudnya penyelenggaraan bangunan yang tertib, 

diperlukan pengaturan yang dapat menjamin keselamatan, kesehatan, 

kenyamanan, dan kemudahan; 

  c. bahwa dengan telah dikeluarkannya undang-undang 28 Tahun 2002 

tentang bangunan, perlu adanya pengaturan tentang bangunan yang 

dapat menjamin adanya kepastian hukum; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan dan 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok  Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Lembaran Negara 

Nomor 2918); 

 

3. Undang ... 
http://www.bphn.go.id/
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran 

Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3209); 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 

(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2043); 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3469); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya 

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3470); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3495); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Tahun1992 Nomor 34, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3501); 

10. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3670); 

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4048) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 

2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

 

 

12. Undang ... 

http://www.bphn.go.id/
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12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699; 

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3821); 

14. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3828); 

15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3833); 

16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3851); 

17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4247); 

18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4287); 

19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 

 

 

20. Undang ... 

http://www.bphn.go.id/
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20. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran 

Negara  Nomor 4493); 

21. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun 

(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3372); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa 

Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 

84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara  Nomor 3696); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3952); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan 

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3955); 

 

 

28. Peraturan ... 

http://www.bphn.go.id/
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3956); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Kota (Lembaran 

Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4090); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran 

Negara Nomor 4139); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, 

Tambahan   Lembaran Negara Nomor 4405); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang 

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor  4532); 

33. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang 

Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Dan Fasilitas 

Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Kota; 

35. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 

tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta 

Pemisahan Rumah Susun; 

36. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 

tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta 

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; 

 

37. Keputusan … 
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